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Masalahnya
lagi, SK ini terbit
belakangan dari

perencanaan
pembangunan

yang akan digarap
krama.

SEMAMPUM, NusaBali
Kalangan DpRD Klungkung

mempg{1nlakan Surat Kepu_

!:rt?l J:_{)..qup-ati Kl ungking
N o.L7 0 / 71 / hk / 20 17 y ang men-
gatur tentang besaran belanja
bantuan sosial (bansos) hibah
p-enunjang urusan kebudayaan.
Karena SK itu muncul setelih ka-

langan DPRD sudah merancang
besaran bansos hibah itu L"p"ai
masyarakat.

Akibatnya, rancangan DpRD
tidak sinkron dengan-SK Bupati
lru. uewan pun mendesak agar
B,u pa ti..Kl u ngku ng mengk"aj i
ulang SK itu.

, SK tersebut mengatur pem-
batasan nilai hibah bansos.
Untuk pembangunan balai desa
maksimal Rp 200 juta, balai
banjar Rp 150 juta, pura Kahv_
angan Jagat (Pura Sad Kahvair-
gan dan Pura Dang Kahvanian)
lp Z!O jura, puri Kaliyan'gar{
Tiga Rp 200 juta. pura (awi[an
(Pura Paibon, Pura Ibu, pura
Dadia,_ M.erajan Agung, pura
P,anti, Pedarman) Rp f 6O luta.
Kemudian Pura Swagina (f'ura
Ulun Suwi, Melaryliig, sbyen-

Kecamatan Banjarangkan, ini,
mencontohkan, dalam perenca-
naan anggaran pembangunan
Balai Banjar Rp 200 juta. Na-
mun dengan turunnya SK itu
dibatasi menjadi Rp 150 juta.
"Masalahnya lagi, SK ini terbit
belakangan dari perencanaan
pembangunan yang akan digarap
krama," katanva.

Pihaknya juga menyayang-
kan hibah untuk,pembangunan
marajan alit seperti Merajan/
sanggah RongTelu, kini tidakada.
Padahal warga yang bersangku-
tan benar-benar memerlukan
uluran tangan Pemkab. Karena
tak sesikit krama, janganl;an
membangun merajan, makan
pun masih kurang. Harusnya,
perorangan berhak mendapat
bantuan hibah sepanjang sangat

lsnral.\n 25_juta. Barungan
cong Kebyar Rp 150 juta, ba_
rungan Baleganjur Rp 40 jut4,
trarungan Semarapagulingan
Rp 75 juta, Resi Gani n"p zS;iti,
B3nlgl Rsi Gana/Ngeirtegfing_
gih/tlendem fdaa-gin gJn n'p
100 iuta.
._. Salah seoranganggota DpRD
Ktungkung Sang Nyoman pu_
trayasa menilai, pembatasan
pagu dana bansos ini akan
mempersulit realisasi di lapan-
gan. Karena tingkat kebutihan
krama pemohon berbeda_beda,
"Maka dari itu kami minta

. ekskutif mengkaji ulang SK ini.
Karena SK ini mengganjal per-
encanaa_n yang sudah dibuat,,,
y!arnya kepada NusaBali, Senin
(8/s).

Politisi asal Desa Nyalian,

memerlukan dengan melihat
kondisinya di lapangan. "Hal
seperti ini harusnya diakomodir
dalam SK," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda
Klungkung Gede Putu Winastra
mengatakan SK tersebut terbit
setelah ada kajian dan evaluasi
dana bansos di Dinas Kebuday-
aan, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudpora). "Untuk SK ini akan
ada hahasan nanti dengeq,lssrq-
latlt;'katanya

Sementara, Bupati Klungkung
I Nyoman Suwirta, mengatakan
turunnya SK tersebut menim-
bang banyaknya. permohonan
dana hibah bansos, sehingga
membutuhkan pemerataan.
"Dan, bansos hibah ini bersifat
motivasi," ujarnya, saat dikonfir-
masi via telepon. 6 wa
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